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LAPORAN KEGIATAN PENYELENGGARAAN 

PUBLIC HEARING RANCANGAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN 
TENTANG 

PENGELOLAAN KONFLIK KEPENTINGAN, PELAPORAN GRATIFIKASI, DAN 
PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT 

LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN 

 

A. PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang 

Integritas merupakan salah satu pilar utama dalam penyelenggaraan 

pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel. Untuk 

mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), 

Kementerian Pertanian secara konsisten melakukan penguatan sistem 

pencegahan korupsi melalui berbagai instrumen, antara lain pengelolaan konflik 

kepentingan, pelaporan gratifikasi, dan pengelolaan pengaduan masyarakat. 

Ketiga instrumen tersebut memiliki peran strategis dalam membangun budaya 

integritas, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memperkuat 

kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan. 

Pelaksanaan pengelolaan konflik kepentingan, pelaporan gratifikasi, dan 

pengelolaan pengaduan masyarakat selama ini mengacu pada Peraturan 

Menteri Pertanian Nomor 7 Tahun 2022. Dalam implementasinya, peraturan 

tersebut telah menjadi pedoman bagi seluruh unit kerja lingkup Kementerian 

Pertanian. Namun, seiring dengan perkembangan regulasi, perubahan kebijakan 

nasional, serta meningkatnya tuntutan terhadap penyelenggaraan pemerintahan 

yang berintegritas, diperlukan penyempurnaan terhadap substansi agar tetap 

relevan dan mampu menjawab kebutuhan organisasi. 

Hasil evaluasi internal menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa aspek 

yang memerlukan penguatan, khususnya dalam implementasi pengelolaan 

konflik kepentingan, pelaporan gratifikasi, dan pengelolaan pengaduan 

masyarakat. Selain itu, adanya perkembangan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang mengatur mengenai pencegahan korupsi, konflik kepentingan, 

dan pengendalian gratifikasi menjadi dasar perlunya penyesuaian terhadap 

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 7 Tahun 2022. Penyempurnaan regulasi 
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tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penerapan sistem integritas 

dan memperkuat tata kelola pemerintahan lingkup Kementerian Pertanian. 

Dalam rangka memperoleh masukan yang komprehensif terhadap Rancangan 

Peraturan Menteri Pertanian tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan, 

Pelaporan Gratifikasi, dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan 

Kementerian Pertanian, telah dilaksanakan kegiatan Public Hearing yang 

melibatkan para pemangku kepentingan, baik dari internal Inspektorat Jenderal 

maupun unit kerja eselon I lingkup Kementerian Pertanian. Kegiatan ini menjadi 

forum konsultasi publik untuk memperoleh saran, masukan, serta 

penyempurnaan terhadap substansi rancangan peraturan berdasarkan 

pengalaman implementasi, praktik terbaik, dan kebutuhan di lapangan. 

Laporan Penyelenggaraan Public Hearing ini disusun sebagai bentuk 

pertanggungjawaban atas penyelenggaraan kegiatan sekaligus sebagai 

dokumentasi resmi yang memuat proses penyelenggaraan, materi pembahasan, 

masukan peserta, hasil pembahasan, serta rekomendasi tindak lanjut yang akan 

digunakan sebagai dasar penyempurnaan Rancangan Peraturan Menteri 

Pertanian dimaksud. 

 
2. Maksud dan Tujuan 

Kegiatan ini dilaksanakan dengan maksud sebagai forum diskusi publik untuk 

memperoleh masukan, saran, dan tanggapan dari para pemangku kepentingan 

terhadap substansi rancangan peraturan. Adapun tujuan penyelenggaraan 

kegiatan Public Hearing antara lain:  

a. Sebagai forum dengar pendapat (diskusi) yang wajib dilakukan unit kerja 

Inspektorat Jenderal (sebagai unit pengusul peraturan) untuk menyerap 

aspirasi, dan juga merupakan amanah tata kelola pemerintahan yang baik 

(good governance) agar setiap kebijakan publik transparan, serta akuntabel; 

b. Mengidentifikasi potensi kendala implementasi di lapangan; 

c. Meningkatkan kualitas regulasi melalui partisipasi para pemangku 

kepentingan; 

d. Mewujudkan Peraturan Menteri Pertanian yang Implementatif. 
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3. Ruang Lingkup 

Kegiatan penyelenggaraan Public Hearing Rancangan Peraturan Menteri 

Pertanian tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan, Pelaporan Gratifikasi, dan 

Pengelolaan Pengaduan Masyarakat lingkup Kementerian Pertanian mencakup 

seluruh rangkaian kegiatan konsultasi publik terhadap substansi rancangan 

peraturan. 

 
4. Dasar Pelaksanaan 

a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2022. 

b. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 389);. 

c. Program Kerja Inspektorat Investigasi Tahun 2026. 

 
B. PELAKSANAAN KEGIATAN 

Penyelenggaraan Public Hearing Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang 

Pengelolaan Konflik Kepentingan, Pelaporan Gratifikasi, dan Pengelolaan 

Pengaduan Masyarakat lingkup Kementerian Pertanian dilaksanakan secara hybrid 

pada hari Selasa Tanggal 23 Juni 2026 bertempat Inspektorat Jenderal di Ruang 

Rapat Graha Jaga Pangan Gedung B lantai VI.  Kegiatan dihadiri oleh perwakilan 

dari Biro Hukum, Pejabat/pegawai kantor pusat dan Kepentingan Unit Pelaksana 

Teknis (UPT) yang menangani Pengaduan Masyarakat, Gratifikasi, dan Konflik 

Kepentingan lingkup Kementerian Pertanian (Daftar hadir dan dokumentasi 

terlampir) dan Auditor Inspektorat Jenderal; 

Adapun rangkaian kegiatan sebagai berikut: 

a. Pembukaan oleh Sekretaris Inspektorat Jenderal; 

b. Penyampaian materi paparan draft Rancangan Peraturan Menteri Pertanian 

tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan, Pelaporan Gratifikasi, dan 

Pengelolaan Pengaduan Masyarakat lingkup Kementerian Pertanian;   

c. Diskusi interaktif; 

d. Notulensi masukan/saran dari perwakilan eselon I dari lingkup Kementerian 

Pertanian. 
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C. HASIL KEGIATAN 

Hasil penyelenggaraan public hearing secara umum menghasilkan beberapa 

saran/masukan sebagai berikut: 

a. Perlunya penyempurnaan beberapa ketentuan agar lebih jelas, mudah dipahami, 

dan tidak menimbulkan multitafsir; 

b. Perlunya penyesuaian substansi dengan perkembangan peraturan perundang-

undangan yang lebih tinggi maupun regulasi sektoral lainnya; 

c. Perlunya penguatan mekanisme pelaksanaan dan pengawasan agar 

implementasi peraturan berjalan efektif; 

d. Seluruh masukan peserta akan menjadi bahan penyempurnaan rancangan 

pengganti dari Peraturan Menteri Pertanian Nomor 7 Tahun 2022 sebelum 

dilakukan proses harmonisasi dan penetapan sesuai ketentuan. 

Adapun keseluruhan daftar undangan, presentasi materi, daftar hadir, notulensi, 

dan dokumentasi sebagaimana dokumen terlampir. 

 
D. KESIMPULAN 

Penyelenggaran Public Hearing telah terlaksana dengan baik dengan hasil antara 

lain: 

a. Saran/masukan kontruktif terhadap subtansi dari pemangku kepentingan unit 

eselon I lingkup Kementerian Pertanian terhadap pengganti Peraturan Menteri 

Pertanian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan, 

Pelaporan Gratifikasi, dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat lingkup 

Kementerian Pertanian; 

b. Saran/masukan yang diperoleh akan dilakukan inventarisasi dan pembahasan 

lebih lanjut sebagai bahan penyempurnaan rancangan perubahan Peraturan 

Menteri Pertanian Nomor 7 Tahun 2022. 

c. Karena muatan substansi perubahan lebih dari 50 %, maka disarankan untuk 

dilakukan pencabutan terhadap Peraturan Menteri Pertanian Nomor 7 Tahun 

2022. 

d. Kegiatan Public Hearing merupakan bagian dari penerapan prinsip pembentukan 

peraturan perundang-undangan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel. 
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E. TINDAK LANJUT 

Sebagai tindak lanjut hasil Public Hearing akan dilakukan: 

a. Inventarisasi seluruh masukan dari peserta. 

b. Pembahasan internal terhadap masukan dari para peserta. 

c. Penyempurnaan naskah rancangan Peraturan Menteri Pertanian Pengelolaan 

Konflik Kepentingan, Pelaporan Gratifikasi, Dan Pengelolaan Pengaduan 

Masyarakat Lingkup Kementerian Pertanian. 

d. Pra harmonisasi dan harmonisasi dengan Biro Hukum serta 

Kementerian/Lembaga terkait sesuai ketentuan. 

e. Proses penetapan dan pengundangan. 

 
Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. 

 

 

Jakarta,        Juni 2026 

 

Sekretaris Itjen, 

 

 

 

 

Hari Edi Soekirno, S.E,. M.A 



Nomor : B-2548/PW.420/G.1/06/20264840/PL.040/G.1/12/2025 18 Juni 2026
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Undangan  Public  Hearing Perubahan  Peraturan

Menteri Pertanian Nomor 7 Tahun 2022

Yth. (terlampir)
di
Tempat

Dalam rangka  penyempurnaan  regulasi  dan  penguatan  tata  kelola  pengendalian
gratifikasi,  penanganan  benturan  kepentingan,  serta  pengelolaan  pengaduan
masyarakat  di  lingkungan  Kementerian  Pertanian,  Inspektorat  Jenderal  sedang
menyusun perubahan Peraturan Menteri  Pertanian Nomor 7 Tahun 2022 Tentang
Penanganan  Benturan  Kepentingan,  Pengendalian  Gratifikasi,  dan  Pengelolaan
Pengaduan Masyarakat. Terkait dengan hal tersebut, kami akan menyelenggarakan
public hearing pembahasan konsep perubahan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 7
Tahun 2022 guna memperoleh masukan, saran, dan tanggapan dari para pemangku
kepentingan internal, pada:

Hari,tanggal : Selasa, 23 Juni 2026
waktu : pukul 09.00 WIB – Selesai
tempat : Ruang Rapat Jaga Pangan, Ged B Lantai 6
media Daring : zoom meeting, meeting ID 973 2025 2121 passcode pertanian

Sehubungan dengan hal tersebut mohon Saudara menugaskan 1 (satu) pegawai yang
menangani  pengaduan  Masyarakat  dan  1  (satu)  pegawai  yang  menangani
pengelolaan gratifikasi untuk mengikuti kegiatan dimaksud. 
Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

 
Sekretaris,

          ${ttd}

Hari Edi Soekirno, S.E., M.A
NIP. 197412272002121002

Tembusan:
Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian

KEMENTERIAN PERTANIAN

INSPEKTORAT JENDERAL
JALAN HARSONO RM NOMOR 3 PASAR MINGGU, JAKARTA  SELATAN 12550

GEDUNG B LANTAI 2 KANTOR PUSAT KEMENTERIAN PERTANIAN
TELEPON/FAX (021) 7800220, 7804856 PESAWAT: 3204, 3206, 3219, 3112

WEBSITE : https://itjen.pertanian.go.id e-mail: itjen@pertanian.go.id

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
 yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

                               1 / 7                               1 / 7



Lampiran Surat Sekretaris Itjen 

Nomor : B-2548/PW.420/G.1/06/2026

Tanggal :        18 Juni 2026

Daftar Undangan Peserta Luring (Offline)

SEKRETARIAT JENDERAL

1. Kepala Biro Perencanaan

2. Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Aparatur

3. Kepala Biro Hukum

4. Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara

5. Kepala Biro Umum dan Pengadaan

6. Kepala Biro Kerja Sama Pertanian

7. Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi

8. Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian

9. Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian

10. Kepala Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

INSPEKTORAT JENDERAL

11. Sekretaris Inspektorat Jenderal

12. Inspektur I

13. Inspektur II

14. Inspektur III

15. Inspektur IV

DIREKTORAT JENDERAL LAHAN DAN IRIGASI PERTANIAN

16. Sekretariat Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian

17. Direktur Pemetaan Lahan dan Irigasi Pertanian

18. Direktur Pelindungan dan Optimasi Lahan

19. Direktur Penyediaan Lahan

20. Direktur Irigasi Pertanian

21. Direktur Konservasi dan Pengembangan Sumber Air Pertanian

DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN

22. Sekretariat Direktorat Jenderal

23. Direktur Alat dan Mesin Pertanian Prapanen

24. Direktur Alat dan Mesin Pertanian Pascapanen

25. Direktur Pupuk

26. Direktur Pestisida

27. Direktur Pembiayaan Pertanian

DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN

28. Sekretariat Direktorat Jenderal

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
 yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
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29. Direktur Perbenihan Tanaman Pangan

30. Direktur Serealia

31. Direktur Aneka Kacang dan Umbi

32. Direktur Pelindungan Tanaman Pangan

33. Direktur Hilirisasi Hasil Tanaman Pangan

34. Kepala Balai Besar Pengembangan Pengujian Mutu Benih Tanaman Pangan dan

Hortikultura

35. Kepala Balai Pengujian Mutu Produk Tanaman

DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA

36. Sekretariat Direktorat Jenderal

37. Direktur Perbenihan Hortikultura

38. Direktur Buah dan Florikultura

39. Direktur Sayuran dan Tanaman Obat

40. Direktur Pelindungan Hortikultura

41. Direktur Hilirisasi Hasil Hortikultura

DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN

42. Sekretariat Direktorat Jenderal

43. Direktur Perbenihan Perkebunan

44. Direktur Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma

45. Direktur Tanaman Semusim dan Tahunan

46. Direktur Pelindungan Perkebunan

47. Direktur Hilirisasi Hasil Perkebunan

DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESWAN

48. Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan

49. Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak

50. Direktur Pakan

51. Direktur Kesehatan Hewan

52. Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner

53. Direktur Hilirisasi Hasil Peternakan

BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN

54. Sekretaris Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian

BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN

55. Sekretaris  Badan  Penyuluhan  dan  Pengembangan  Sumberdaya  Manusia

Pertanian

56. Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian

57. Kepala Pusat Pendidikan Pertanian

58. Kepala Pusat Pelatihan Pertanian 

59. Kepala  Pusat  Penilaian  dan  Pengembangan  Kompetensi  Aparatur  Sipil  Negara

Pertanian

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
 yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
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Lampiran 2 Surat Sekretaris Itjen

Nomor : B-2548/PW.420/G.1/06/2026

Tanggal :        18 Juni 2026

Daftar Undangan Peserta Daring (Online)

DITJEN TANAMAN PANGAN

1. Kepala Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan

DITJEN PERKEBUNAN

2. Kepala Balai Balai Pelindungan Tanaman Perkebunan Pontianak

3. Kepala Balai Besar Perbenihan dan Pelindungan Tanaman Perkebunan Surabaya

4. Kepala Balai Besar Perbenihan dan Pelindungan Tanaman Perkebunan Medan

5. Kepala Balai Besar Perbenihan dan Pelindungan Tanaman Perkebunan Ambon

DITJEN PETERNAKAN DAN KESWAN

6. Kepala Balai Besar Veteriner Farma PUSVETMA

7. Kepala Balai Besar Veteriner Wates

8. Kepala Balai Besar Veteriner Maros

9. Kepala Balai Besar Veteriner Denpasar

10. Kepala Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari

11. Kepala  Balai  Besar  Pembibitan  Ternak  Unggul  dan  Hijauan  Pakan  Ternak

Baturraden

12. Kepala Balai Besar Pengujian Mutu Sertifikasi Obat Hewan

13. Kepala Balai Embrio Ternak Cipelang

14. Kepala Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Pakan

15. Kepala Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan

16. Kepala Balai Inseminasi Buatan Lembang

17. Kepala Balai Veteriner Medan

18. Kepala Balai Veteriner Bukittinggi

19. Kepala Balai Veteriner Lampung

20. Kepala Balai Veteriner Banjarbaru

21. Kepala Balai Veteriner Subang

22. Kepala Balai Veteriner Jayapura

23. Kepala Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Indrapuri

24. Kepala Balai  Pembibitan  Ternak  Unggul  dan  Hijauan  Pakan  Ternak  Padang

Mengatas

25. Kepala Balai  Pembibitan  Ternak  Unggul  dan  Hijauan  Pakan  Ternak

Siborongborong

26. Kepala Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Sembawa

27. Kepala Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Pelaihari

28. Kepala Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
 yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
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29. Kepala Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari

30. Kepala  Balai  Besar  Pembibitan  Ternak  Unggul  dan  Hijauan  Pakan  Ternak

Baturaden

BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN

31. Direktur Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia

32. Direktur Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor

33. Direktur Politeknik Pembangunan Pertanian Medan

34. Direktur Politeknik Pembangunan Pertanian YogyakartaMagelang

35. Direktur Politeknik Pembangunan Pertanian Malang

36. Direktur Politeknik Pembangunan Pertanian Gowa

37. Direktur Politeknik Pembangunan Pertanian Manokwari

38. Kepala Balai Besar Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian

39. Kepala Balai Besar Pelatihan Kesehatan Hewan Cinagara

40. Kepala Balai Besar Perpustakaan dan Literasi Pertanian

41. Kepala Museum Tanah dan Pertanian

42. Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan Negeri Sembawa

43. Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan Negeri Banjarbaru

44. Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan Negeri Kupang

45. Kepala Balai Besar Pelatihan Pertanian Lembang

46. Kepala Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang

47. Kepala Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan

48. Kepala Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang

49. Kepala Balai Besar Pelatihan Peternakan Batu

50. Kepala Balai Besar Pelatihan Pertanian Batangkaluku

51. Kepala Balai Pelatihan Pertanian Jambi

52. Kepala Balai Pelatihan Pertanian Lampung

BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN

53. Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tanaman Pangan

54. Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura

55. Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan

56. Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi Peternakan dan Kesehatan Hewan

57. Kepala Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Veteriner

58. Kepala  Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan

Pertanian

59. Kepala Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Mekanisasi Pertanian

60. Kepala Balai BesarPerakitan dan Modernisasi Pascapanen Pertanian

61. Kepala Balai BesarPerakitan dan Modernisasi  Bioteknologi dan

Sumber Daya Genetik Pertanian

62. Kepala Balai Besar Pengembangan dan Penerapan  Modernisasi

Pertanian

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
 yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
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63. Kepala  Balai  Perakitan  dan  Pengujian  Tanaman  Rempah,  Obat  dan

Aromatik

64. Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar

65. Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Unggas dan Aneka Ternak

66. Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk

67. Kepala  Balai Perakitan dan Pengujian Agroklimat dan  Hidrologi

Pertanian

68. Kepala Balai Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian

69. Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian

70. Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tanaman Padi

71. Kepala Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Aneka Kacang 

72. Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Serealia

73. Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Sayuran

74. Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Buah Tropika

75. Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Hias

76. Kepala Balai  Perakitan  dan  Pengujian  Tanaman  Jeruk  dan  Buah

Subtropika

77. Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Pemanis dan Serat

78. Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Palma

79. Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Lingkungan Pertanian

80. Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Pertanian Lahan Rawa

81. Kepala Loka Perakitan dan Pengujian Tanaman Aneka Umbi

82. Kepala Loka Perakitan dan Pengujian Ruminansia Besar

83. Kepala Loka Perakitan dan Pengujian Ruminansia Kecil

84. Kepala Balai Besar Penerapan dan Modernisasi Pertanian Jakarta

85. Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Aceh

86. Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Sumatera Utara

87. Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Sumatera Barat

88. Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Riau

89. Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau

90. Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jambi

91. Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Bengkulu

92. Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Sumatra Selatan

93. Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan 

Bangka Belitung

94. Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Lampung

95. Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Barat

96. Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Banten

97. Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Tengah

98. Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Yogyakarta
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99. Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Timur
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Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Bali
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.

Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan 

Barat
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.

Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimatan 

Tengah
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.

Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan 

Selatan

104

.

Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan 

Timur

105

.

Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Utara
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.

Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Barat

107

.

Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo

108

.

Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi 

Tengah

109

.

Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi 

Selatan

110

.

Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi 

Tenggara

111

.

Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Nusa Tenggara 

Barat

112

.

Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Nusa Tenggara 

Timur

113

.

Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Maluku

114

.

Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Maluku Utara

115

.

Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Papua

116

.

Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Barat
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NOTULEN PUBLIC HEARING 

 

Hari, Tanggal  : Selasa, 23 Juni 2026 

Waktu : 09.00 - 12.30 WIB 

Tempat  :  Graha Jaga Pangan, Lantai 6 Gedung B, Kementerian 

Pertanian 

Tema : Perubahan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 7 Tahun 

2022 Tentang Penanganan Benturan Kepentingan, 

Pengendalian Gratifikasi, dan Pengelolaan Pengaduan di 

lingkungan Kementerian Pertanian Republik Indonesia 

   

Public Hearing ini merupakan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka meminta 

masukan dari pemangku kepentingan lingkup Kementerian Pertanian terkait 

perubahan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 7 Tahun 2022. 

Kegiatan Public Hearing ini dibuka oleh Sdr. Hari Edi Soekirno, SE, M.A selaku 

Sekretaris Inspektorat Jenderal dan diisi sambutan dari  Sdr. Kurniawan Affandi, 

S.I.K, MM selaku Inspektur Investigasi. Adapun pokok – pokok pembahasan dalam 

kegiatan Public Hearing adalah sebagai berikut: 

1. Penyampaian draft perubahan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 7 Tahun 2022 

Tentang Penanganan Benturan Kepentingan, Pengendalian Gratifikasi, dan 

Pengelolaan Pengaduan di lingkungan Kementerian Pertanian. 

a. Draft perubahan Pengelolaan Konflik Kepentingan Lingkup Kementan 

disampaikan oleh Sdr. Widodo dengan pokok pembahasan sebagai berikut: 

➢ Terdapat perubahan pada pasal 1 yaitu terkait:  

• Konflik Kepentingan adalah kondisi Pegawai yang memiliki kepentingan 

pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam 

penggunaan Wewenang sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan 

kualitas Keputusan dan/atau Tindakan yang dibuat dan/atau 

dilakukannya; 

• Pejabat Pelaksana Pengelola Konflik Kepentingan adalah pejabat di 

Instansi Pemerintah yang diberi tugas dan tanggung jawab untuk 

melaksanakan pengelolaan Konflik Kepentingan di Instansi 

Pemerintah.   



➢ Pada pasal 3 dan 4, terdapat dua jenis konflik kepentingan, yaitu Konflik 

Kepentingan Aktual dan Konflik Kepentingan Potensial. Konflik aktual wajib 

dideklarasikan kepada atasan langsung. Sementara itu, konflik potensial 

harus diantisipasi melalui pencatatan kepentingan pribadi secara berkala 

agar dapat dicegah sebelum memengaruhi pengambilan keputusan; 

➢ Pasal 5 terkait konflik kepentingan pegawai bersumber dari kepentingan 

bisnis atau finansial, hubungan keluarga dan kerabat, hubungan afiliasi, 

pekerjaan di luar pekerjaan pokok, rangkap jabatan, penggunaan pengaruh 

dari jabatan sebelumnya (revolving door), penerimaan hadiah atau 

gratifikasi, serta sumber lain yang dapat memengaruhi independensi 

pegawai; 

➢ Pasal 6 yaitu pengelolaan konflik kepentingan dilaksanakan melalui 

pembangunana sistem pengelolaan konflik kepentingan, pelaksanaan 

sistem pengelolaan konflik kepentingan, pengawasan pengelolaan konflik 

kepentingan dan sanksi, serta monitoring dan evaluasi pengelolaan konflik 

kepentingan; 

➢ Pada pasal 7 dijelaskan terkait pembangunan sistem pengelolaan konflik 

kepentingan dikembangkan instrumen untuk mendukung hal tersebut yaitu 

melalui identifikasi dan manajemen risiko konflik kepentingan, 

pembentukan komitmen pengelolaan konflik kepentingan dan penetapan 

pejabat pelaksana pengelola konflik kepentingan dengan struktur 

organisasi sebagai berikut: 

 

➢ Pada pasal 8 dijelaskan terkait tugas dan fungsi pejabat pelaksana 

pengelola konflik kepentingan di masing masing tingkatan; 



➢ Pasal 9 yaitu pelaksanaan sistem meliputi pencatatan daftar kepentingan 

pribadi, deklarasi konflik kepentingan, pengendalian konflik kepentingan, 

penerapan masa tunggu (cooling-off period) bagi mantan pegawai, serta 

penyelenggaraan pelatihan dan konsultasi. Tujuan utama tahap ini adalah 

memastikan potensi konflik dapat dikelola sebelum memengaruhi kebijakan 

atau keputusan; 

➢ Pasal 10 terkait Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi yaitu Pengawasan 

dilakukan melalui pengawasan langsung oleh atasan dan mekanisme 

pengaduan. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berkala setiap 

semester oleh pejabat pelaksana pengelola konflik kepentingan. Unit kerja 

atau individu yang menunjukkan praktik baik dalam pengelolaan konflik 

kepentingan dapat diberikan apresiasi sebagai bentuk penguatan budaya 

integritas; 

➢ Monev terhadap pengelolaan konflik kepentingan dilaksanakan oleh 

Pejabat Pelaksana Pengelola Konflik Kepentingan dan dilakuka setiap 

semester; 

➢ Unit kerja atau perseorangan yang telah memberikan contoh baik serta 

berperan proaktif dalam upaya melaksanakan atau mendukung 

pengelolaan Konflik Kepentingan diberikan apresiasi; 

➢ Pegawai yang melanggar  kewajiban pencatatan kepentingan pribadi, 

deklarasi konflik kepentingan, maupun kewajiban pelaporan dapat 

dikenakan sanksi disiplin ringan. Pegawai yang mengambil keputusan 

karena dipengaruhi konflik kepentingan dikenakan sanksi disiplin sedang. 

Sementara itu, penerimaan gratifikasi, suap, atau janji yang memengaruhi 

keputusan dan tindakan dalam pelaksanaan tugas dikenakan sanksi disiplin 

berat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 

➢ Dalam mendukung pelaksanaan pengelolaan konfilk kepentingan, Biro 

OSDMA telah memfasilitasi pengisian deklarasi konflik kepentingan setiap 

pegawai dengan menambahkan fitur di epersonal. Tata cara pengisian dan 

penggunaan fitur tersebut disampaikan oleh Sdri Novia, dengan poin poin 

sebagai berikut: 

• Bahwa nantinya pengisian daftar konflik kepentingan berlaku wajib bagi 

setiap pegawai, bagi yang tidak mengisi maka nantinya tidak akan bisa 

mengisi SKP; 



• Untuk panduan pengunaan fitur tersebut nantinya akan diupload di 

epersonal, yang dapat diunduh oleh seluruh pegawai; 

• Dalam pengisian daftar konflik kepentingan itu meliputi hubungan 

keluarga, kekerabatan dan rekan bisnis; 

• Didalam form tersebut akan ada beberapa bagian yang wajib dicentang, 

dan jika sudah seluruhnya dicentang maka diakhir form terdapat kolom 

tandatangan secara virtual; 

• Setelah mengisi daftar konflik kepentingan nantinya ada juga form 

deklarasi konflik kepentingan yang ditandatangani oleh pegawai secara 

virtual; 

• Terhadap seluruh form tersebut nantinya dapat dicetak langsung melalui 

epersonal. 

b. Draft perubahan Pengelolaan Konflik Kepentingan Lingkup Kementan 

disampaikan oleh Sdri. Dian Yuniarti dengan pokok pembahasan sebagai 

berikut: 

➢ Latar Belakang dan Urgensi Perubahan 

• Pengaduan masyarakat (Dumas) merupakan instrumen penting dalam 

mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Melalui pengaduan, 

masyarakat dapat berpartisipasi dalam pengawasan penyelenggaraan 

pemerintahan serta penyampaian informasi mengenai dugaan 

penyimpangan, kelemahan pelayanan publik, maupun pelanggaran 

yang terjadi di lingkungan Kementerian Pertanian. 

• Pengelolaan Dumas yang efektif diperlukan untuk meningkatkan 

kualitas pelayanan publik, memperkuat akuntabilitas dan transparansi, 

mencegah penyimpangan, serta meningkatkan kepercayaan 

masyarakat terhadap pemerintah. Selain itu, pengaduan masyarakat 

juga berfungsi sebagai sistem peringatan dini (early warning system) 

dalam manajemen risiko organisasi 

➢ Alasan Perubahan Permentan Nomor 7 Tahun 2022 

• Perubahan regulasi dilakukan karena beberapa pertimbangan utama, 

yaitu adanya perubahan nomenklatur organisasi dan tata kerja (SOTK), 

hasil evaluasi implementasi Permentan yang menunjukkan adanya 

ketentuan yang sudah tidak relevan, serta kebutuhan penyederhanaan 



proses pengelolaan pengaduan agar lebih efektif, cepat, dan adaptif 

terhadap perkembangan sistem pengawasan pemerintahan 

➢ Perubahan Pokok dalam Ketentuan Umum 

• Perubahan dilakukan pada definisi pegawai dan terlapor Dumas. 

Definisi pegawai diperluas sehingga mencakup seluruh orang yang 

bekerja di Kementerian Pertanian dan menerima gaji atau upah dari 

keuangan negara. 

• Definisi terlapor Dumas juga diperluas, tidak hanya mencakup ASN atau 

unit kerja, tetapi juga pegawai, pihak ketiga, dan masyarakat yang 

diduga melakukan penyalahgunaan wewenang, penyimpangan, atau 

pelanggaran perilaku yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat 

maupun negara 

➢ Struktur Pengelolaan Pengaduan Masyarakat 

• Pengelolaan Dumas dilakukan oleh Unit Pengelola Pengaduan 

Masyarakat (UPP-Dumas) yang terdiri dari: 

1. UPP-Dumas Tingkat Kementerian Pertanian. 

2. UPP-Dumas Tingkat Unit Kerja Eselon I. 

3. UPP-Dumas Tingkat Unit Pelaksana Teknis (UPT). 

• Struktur ini dirancang untuk memastikan penanganan pengaduan 

berlangsung secara berjenjang, terkoordinasi, dan dapat dipantau 

secara menyeluruh. 

➢ Tugas dan Fungsi UPP-Dumas 

• UPP-Dumas bertugas menerima pengaduan dari berbagai kanal, 

melakukan verifikasi kelengkapan laporan, melakukan input data ke 

sistem pengelolaan pengaduan, melakukan telaah dan kategorisasi 

laporan, menindaklanjuti pengaduan sesuai kewenangan, memantau 

penyelesaian laporan, memberikan informasi kepada pelapor, 

menyusun laporan berkala, serta melakukan evaluasi dan koordinasi. 

• Pada tingkat Kementerian, UPP-Dumas juga berfungsi sebagai 

koordinator nasional pengelolaan pengaduan di lingkungan 

Kementerian Pertanian 

➢ Penyampaian dan Penanganan Pengaduan 



• Pengaduan masyarakat dapat disampaikan melalui berbagai kanal 

resmi. Setiap laporan harus didukung informasi yang memadai dan bukti 

pendukung yang relevan. Mekanisme teknis mengenai verifikasi, 

klasifikasi laporan, jangka waktu penyelesaian, dan tata cara tindak 

lanjut akan diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis (Juknis). 

➢ Pengelolaan Pengaduan Berkadar Pengawasan dan Tipikor 

• Pengelola Pengaduan yang mengandung indikasi tindak pidana korupsi 

menjadi perhatian khusus. Dalam rancangan perubahan, Inspektorat 

Investigasi dapat berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi 

(KPK) serta memberikan data dan informasi yang diperlukan.  

• Apabila suatu pengaduan diambil alih oleh KPK, UPP-Dumas tingkat 

Kementerian wajib melakukan koordinasi dan pelaporan kepada 

Inspektur Investigasi serta Inspektur Jenderalan Pengaduan Berkadar 

Pengawasan dan Tipikor 

➢ Kanal Pengaduan Resmi 

• Kementerian Pertanian menyediakan beberapa kanal pengaduan resmi, 

yaitu: 

Sistem Dumas Kementerian Pertanian. 

Whistleblowing System (WBS). 

SP4N-LAPOR!. 

WhatsApp SIINTAN. 

 

c. Draft perubahan terkait Unit Pengelola Gratifikasi Lingkup Kementan 

disampaikan oleh Sdri. Sugiyarti, dengan pokok pembahasan sebagai berikut: 

➢ Latar Belakang dan Urgensi Perubahan 

• Pengendalian dan pelaporan gratifikasi merupakan salah satu instrumen 

penting dalam pencegahan korupsi di lingkungan pemerintahan. 

Perubahan Permentan Nomor 7 Tahun 2022 dilakukan untuk 

menyesuaikan kebijakan Kementerian Pertanian dengan ketentuan 

terbaru Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), memperkuat tata kelola 

pelaporan gratifikasi, serta meningkatkan efektivitas pengawasan 

internal 



• Perubahan ini juga bertujuan membangun budaya integritas, 

meningkatkan kepatuhan pegawai dalam melaporkan gratifikasi, serta 

mendukung terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas dari 

praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme 

➢ Pembentukan Sub-Unit Pengendalian Gratifikasi (Sub-UPG) 

• Rancangan Permentan memperkenalkan Sub-Unit Pengendalian 

Gratifikasi (Sub-UPG) pada tingkat Eselon I dan Unit Pelaksana Teknis 

(UPT). Kehadiran Sub-UPG bertujuan memperluas jangkauan 

pengawasan dan mempercepat proses penerimaan serta pengelolaan 

laporan gratifikasi di masing-masing unit kerja. 

• Sub-UPG menjadi perpanjangan tangan UPG Kementerian dalam 

melakukan sosialisasi, penerimaan laporan, dan koordinasi pelaporan 

gratifikasi 

➢ Perubahan Struktur Organisasi UPG 

• Struktur Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) disesuaikan dengan 

Pedoman Pembentukan dan Pelaksanaan Tugas UPG yang diterbitkan 

oleh KPK.Pada tingkat Sub-UPG, struktur minimal terdiri atas: 

• Ketua 

• Sekretaris 

• Minimal dua anggota 

• Salah satu anggota bertugas sebagai Admin SIGAP-UPG 

• Penguatan struktur ini diharapkan meningkatkan efektivitas pengelolaan 

gratifikasi di seluruh unit kerja. 

➢ Tugas dan Fungsi UPG 

• Tugas UPG mengalami penyempurnaan sesuai ketentuan terbaru KPK. 

Fungsi utama UPG meliputi: 

▪ Menerima laporan gratifikasi. 

▪ Melakukan administrasi dan pencatatan laporan. 

▪ Meneruskan laporan gratifikasi kepada KPK. 

▪ Mengelola dan memelihara barang gratifikasi. 

▪ Menyelenggarakan pelatihan dan sosialisasi. 

▪ Melaksanakan diseminasi kebijakan pengendalian gratifikasi 

➢ Ketentuan Pelaporan Gratifikasi 



• Rancangan Permentan mengatur batas waktu pelaporan yang lebih 

jelas: 

▪ Penerima gratifikasi wajib melaporkan kepada UPG Kementan 

paling lambat 10 hari kerja sejak gratifikasi diterima. 

▪ UPG wajib meneruskan laporan kepada KPK paling lambat 10 hari 

kerja setelah laporan diterima. 

▪ Pegawai juga dapat melaporkan langsung kepada KPK paling 

lambat 30 hari kerja sejak gratifikasi diterima. 

➢ Jenis Gratifikasi yang Tidak Wajib Dilaporkan 

• Pada Permentan sebelumnya terdapat 17 kategori gratifikasi yang tidak 

wajib dilaporkan. Dalam rancangan perubahan, rincian tersebut tidak 

lagi dicantumkan secara detail dan langsung mengacu pada ketentuan 

terbaru KPK 

➢ Pengelolaan Gratifikasi Tertentu 

• Rancangan perubahan memberikan pengaturan khusus terhadap 

beberapa bentuk gratifikasi: 

▪ Makanan dan minuman yang mudah rusak tidak wajib disertakan 

dalam laporan. 

▪ Makanan dan minuman yang mudah rusak dapat langsung 

disalurkan untuk kegiatan sosial. 

▪ Gratifikasi dalam bentuk uang dilaporkan dengan melampirkan bukti 

penerimaan dan disetorkan sesuai ketentuan KPK. 

2. Sesi tanya jawab dan masukan dari peserta Public Hearing. 

a. Basuki Biro OSDMA:  

1) Kenapa pemberi gratifikasi tidak diatur di Kementan? 

2) Boleh kah melaporkan apabila menemukan orang lain (ASN) menerima 

gratifikasi? 

3) Terkait dengan pemberian uang untuk honor narsum? 

Pertanyaan tersebut ditanggapi oleh Sdri Sugiyarti dengan jawaban sebagai 

berikut:  

1) Bahwa mengacu pada Peratutan KPK Penerima gratifikasi wajib 

melaporkan gratifikasi yang diterima, tidak diatur terkait dengan pemberi 

gratifikasi 



2) Jika ditemukan kondisi tersebut maka dapat dilaporkan melalui kanal 

DUMAS. 

3) Honor dalam rangka kedinasan tidak wajib dilaporkan selama tidak ada 

potensi konflik kepentingan didalamnya dan nilainya wajar, artinya sesuai 

dengan peraturan yang berlaku (biaya sesuai dengan SBM, dsb) 

 

b. Ardiyansa Ditjen PKH: 

1) Deklarasi dan form konflik kepentingan untuk seluruh pegawai kementan, 

apakah berlaku untuk non ASN (outsorcing)? 

2) Struktur organsisasi Pengelola Konflik Kepentingan terkait tusi MR sudah 

melekat di TimKer Evaluasi Pengawasan, apakah nantinya akanya begeser 

tusinya ke Bagian Umum? 

3) Aplikasi pengaduan di Dijten PKH mendapatkan catatan atau hasil evaluasi 

dari ombudsman diharapkan dapat integrasi ke SP4N Lapor? 

Pertanyaan tersebut ditanggapi oleh Sdr Widodo dan Sdri Dian Y dengan 

jawaban sebagai berikut: 

1) (Sdr Widodo) Untuk sementara deklarasi melalui aplikasi epersonal hanya 

berlaku untuk ASN, namun untuk yang Non ASN kedepannya akan dibuat 

instrumen untuk membuat hal tersebut 

2) (Sdr Widodo) Dalam hal pengelolaan MR sudah melekat di salah satu 

timker maka personel Unit Pengelola Konflik Kepentingan bisa ikut menjadi 

tim MR yang sudah ada 

3)  (Dian Y) Terhadap hal tersebut memang kami sedang mengusahakan, 

namun dengan jaminan bahwa laporan dumas tersebut dibatasi aksesnya 

di UPT terkait (rahasia). 

 

c. Aril Pusdatin 

Pada kesempatan ini Sdr Aril menyampaikan saran dan pertanyaan berupa: 

Saran 

1) Terkait juknis pengelolaan gratifikasi perlu disusun secara rinci untuk dapat 

2) Dalam MRI perlu dimasukan poin terkait dengan konflik kepentingan 

Pertanyaan 

1) Berkaitan dengan standar perlindungan data dan pelapor?  



2) Pemanfaatan TI untuk pelindungan pelapor, terkait kemanan informasinya 

(menerapkan standar SNI 27001 untuk kemanan data)? 

Terhadap 2 pertanyaan tersebut ditanggapi oleh Sdr Widodo, 

1) Kami sudah bekerja sama dengan LPSK 

2) Terkait hal ini mungkin nanti perku dirancang bersama sebelum permentan 

dan aplikasi ini dilaunching 

 

d. Rizky (BBPMKP) 

1) Apakah tidak ada laporan gratifikasi atau dumas yang masuk ke tim 

pengelola diunit kerja itu nilainya baik atau sebaliknya? 

2) Mungkin perlu ada Ketentuan atau kewajiban untuk melakukan edukasi dan 

literasi terkait dengan 3 hal yang menjadi bahasan hari ini? 

Terhadap  pertanyaan tersebut ditanggapi oleh Sdri Dian Y dan Sdr Widodo 

1) (Sdri Dian Y): ada 2 kemungkinan tidak ada laporan bisa jadi baik, atau bisa 

jadi pelapor tidak mengerti bagaimana caranya melaporkan. Apabia 

memang tidak ada yang melapor maka perlu adanya laporan evaluasi 

terkait laporan dumas dan gratifikasi. 

2) (Sdr Widodo): Tugas pejabat pelaksana pengelola konflik kepentingan 

sudah dimasukan tugas untuk melakuka edukasi, konsultasi terkait COI 

 

e. Hari BU (Polbangtan Malang) 

1) ASN suami istri perlu dipertegas untuk mencegah COI adanya aturan yang 

membatasi suami istri sejauh mana untuk menghindari COI? 

2) Perlu ada sosialisasi pengisian form COI di epersonal 

Terhadap  pertanyaan tersebut ditanggapi oleh Sdr Widodo 

1) Bahwa selama tidak ada keterkaitan tugas antara suami dan istri itu tidak 

apa apa, namun apabila suami dan istri tersebut terdapat tugas yang 

bersingungan yang berpotensi menimbulkan COI maka itu yang harus 

dibatasi. 

2) Terkait hal tersebut nantinya akan dilakukan sosialisasi sebelum fitur konflik 

kepentingan dilaunching. 

 

f. Wijaya Direkotorat Irigasi 



1) Kami adalah petugas yang menangani UPG, karena kami dit teknis ketika 

kami di lapangan kami kadang diberi beras dan bahan lainnya, sejauh mana 

batasan yang boleh kami terima atau batasan suatu pemberian itu disebut 

gratifikasi? 

Terhadap  pertanyaan tersebut ditanggapi oleh Sdri Sugiyarti  

1) Sesuai dengan aturan pengelolaan gratifikasi apabila pemberian tersebut 

bisa ditolak maka tolak, namun jika tidak bisa ditolak maka pemberian 

tersebut harus dilaporkan sebagai gratifikasi dan apabila pemberian 

tersebut berupa makanan maka makanan tersebut dapat diberikan ke 

yayasan sosial dilengkapi dengan dokumentasi ketika menyerahkan barang 

tersebut. 

 

g. Dewi (Sekretariat BSDMP) 

1) Apakah kanal lapor pak amran  tersebut termasuk kepada kanal Kementan 

atau kanal yang berbeda? 

Pertanyaan tersebut ditanggapi oleh Sdri Dian Y 

1) Lapor Pak Amran tidak dikelola oleh Inspektorat dan juga tidak terintegrasi 

dengan kanal diatas, namun apabila Menteri menugaskan untuk 

menindaklanjuti laporan yang diperoleh dari Lapor Pak Amran maka kami 

akan menindaklanjutinya. 

 

 

Notulis, 

 

 

 

Luthfi Sinantaris  
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